REK@NS’ERUKSE"EBAN_fREVETAMSASi K@AMSWALAM SISTEM -
QUASI PRESIDENSIAL |

T Crun z‘he'conseﬁsm in gavernmg t?ie executzve bmnch of govemmenr z‘hrough solzdzfy of pohtwal parzjy in parhamem o e
_ Therefore coalition actually can bea pathway (ro sfabzhzy) Jor government in implementing the murually approved BORISES
: pohcy Iz‘ also crm be a conszsfenr balancer in commllmg governmem‘ As a matz‘er of fact Indoneszan democmnc RN

o and any oz‘hers sz‘; et al posztzow in govemmem But the coalmon lS built wzrkout supporr of skared vzszon and :

mission. Due to. limited interest, codlition would only work remporary Coalmon Izke that seems fo. became the
' "market whzch merely com‘am zmsfable daily pohz‘zcal tr ansacnon SRR L

= Penﬁahuluan

_Koahsx rnenJ ad1 plhhan tak terelakkan di tengah
- kehadiran beragam partai politik dan tidak adanya

partai politik pemenang mayoritas di parlemen,

Koalisi merupakan jalan sintesis yang menjem-
batani beragam kepentingan partai politil untuk
bersama dalam membangun dan menjalankan
pemerintahan. Pada tataran praksis, koalisi
b1asanya dijalankan dalam sistem parlementer
yang pemermtahannya dibentuk meiaim koalisi
atau oleh pemenang mayontas ‘dalam pemﬂxhan
umum. Berbeda dengan sistem premdenslai yang
kepala pemelmtahannya dipilih langsung oleh
rakyat atau melalui pemfakllan yang memiliki
legitimam dari proses kontestasi. Karena itu,
koalisi bukanlah kemestian atau harga mati dalam
sistem presidensial atau quasi-presidensial,’
walaupun kepala pemerintahan tersebut dlusung
oleh partai politik minoritas di parlemen.

““Koalisi dalam sistem presidensial atau quasi

‘presidensial menjadi penting ketika parlemen
memiliki ruang “intervensi” yang eksesif terha-

dap kerja pemerintahan seperti yang terjadi di
Indonesia. Pemerintah merasa perlu membangun
koalisi yang bisa menstabilisasi dan memuluskan
kebijakan dan kerja-kerja pemerintahan. Dalam
rangka ifulah, koalisi _dibangun oleh pemerintah
dengan pembagian kursi kekuasaan sebagai
tkatan koalisi. Dan itulah vang tampak dalam
proses demokrasi sejak era reformasi. Walaupun
dalam perjalanannya koalisi mengalami beragam
bentuk penckanan dalam pelaksanaannya, namun
pemerintahan yang terbentuk sejak era reformasi
tidak bisa dilepaskan dari koalisi partai. Koalisi
menjadi pilihan paling mudah nntuk merangkul
beragam kepentingan. Dengan demikian, koalisi
tersebut tidak serta-merta menjadi jalan lapang
bagi kebijakan-kebijakan yvang dikeluarkan

' Quasi presidensial di sini mengacu pada sistem presidensial
vang masik menyisakan Tuang “intervensi” oléh parlemeén.
Yaitu adanya kekuagaan presiden yang masih mergadi domain
parlemen, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolr, atau
duta besar yang merupakan ranah kelnagaan presiden. Dalam
kal ini DPR RE memiliki hak veto. Ruang "intervensi” parlemen
ini dimungkinkan karena amandemen UUD 1945 dimotivasi
oleh semangat antitesis terhadap UUD 1945 yang memberi
ruang eksesif bagi cksekutif (execurive heavy) sehingga yang
Iahir dasi hasil amandemen tersebut adalah legislarive heavy.
Baca; Edward Aspinall dan Marcus Mietzner {(Ed.), Problems
of Democratisation in Indonesia, Elections, Institutions and
Society, {Singapore: ISEAS Publishing, 2010), him. 163.

pemermian, bahkan bagr exsisicns! rresiden
yang diusung bersama sejak sebelum pemilu
berlangsung,.

Keragaman bentuk koalisi yang berlangsung
sejak era reformasi tidak bisa dilepaskan dari
sistem politik dan sistem kepartaian yang ada.
Tulisan ini akan menelaah dinamika koalisi
dan urgensi koalisi dalam sistem pemerintahan
quasi-presidensial dan di tengah keragaman
partai politik serta kemungkinan dampaknya bagi
kelangsungan pemerintahan ke depan.
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_agam_Kﬁnsep51 Koahsa :

akan menentukan kelangsungan pemenntahan

;(eksekutxt) Koalisi ini sering. dlsebut minimum
 winning coalition. Kedua, koalisi yang didasarkan

pada kesamaan ideologi. Waiaupun kemenangan
‘tetap menjadi target, namun koalisi ini tetap

- bﬂ])l_]ﬁ.k pada kesamaan 1deoiog1 yang dianutnya

- Koalisi ini b1a3a11ya dlsebut minimumn connected
'.wmmng coal:z‘zon & :

Dan dua tlpe koahm tersebut terdapat vari-
an~vanan yang mempakan penjabaran lebih jauh
“dari substan51 yang melatarbelakanga terjadinya
koahsl. Di antara varian-varian tersebut adalah
minimum winning coalition,® yaitu sebuah koalisi
pf:_fnén_an_g minimal yang terdiri atas sejumlah
~partai peraih kursi terkecil dari semua koalisi
pemenang minimal, Ada juga minimally winning
coalitions,* yaitu koalisi apapun yang berubah dari
mayoritas ke koalisi minoritas karena pembelotan
salah satu anggota, Dan koalisi ini bisa bubar bila
salah satu anggotanya mengundurkan diri. Selain
iy, ada winning coalitions, yaitu koalisi yang bisa

* Pemetaan model koalisi oleh sebagian kalangan dikaitkan
dengan mode] demokrasi. Arend Liiphart misalnya menem-

jyang dibentuknya Secara gans besar___koahsl

apat dipetakan dalam duatipe. Pertama, koalisi -+

“yang dil; :tarbeiakangl oleh kepentmgan untuk
.'merézh kemenanga'  di parlemen. _Kemenangan' i

- ini menjad1 pentmg kafena pohtxk lebih dimaknaa.

' '-'sebagal kuantitas suara-di parlemen yang

.,'memper_]uangkan mis;at;f m1£ra koahsmya dan' L
blsa memblokar atau menveto HllSI&tif saingan-
nya. Ada guga posszble coalztzons yaltu koahs;-'?
_beSar 'leh beberapa partai (koallSl) pemenano. i

o __fkonteks_':' '

" lain. Secara 1ebih gambiang Terrence E. C_ook"'
mengllustramkan_klsaran wﬁayah keempat txpe :
-:_f_'koal}sz ersebut "ebagm benkut 5 '

P0331ble Coahnons/(‘n and Coahtxen

Wmmno' Coalmons/ S
Surpius Ma]onty Coalztlon ==

' Minimally Winning
Coalitions

Minimum
Winning |
- Coalition

Gambar 1. Cakupan Koalisi

Dalam bahasa yang berbeda Munroe Eagles
menempatkan winning coalition sebagai surplus
majority coalition dan possible coalition se-
bagaimana Arend Lijphart menyebutnya sebagai
grand coalition.® Kedua tipe ini menunjukkan
adanya perbedaan pada ranah cakupan koalisi
yang dibangun oleh partai politik. Selain cakupan
jumlah koalisi, Eagles dan kawan-kawannya
menambahkan koalisi yang didasarkan pada
kesamaan ideologi sebagai bagian penting

DA KOEST Se0agal Kemestian dalam gemokrast konsensns
(consensus model of democracy) karena tidak adanya satu partai
dominan. Arend Lijphari, Democracies: Patterns of Majoritar-
iar: and Consensus Government in Twenty-One Countries, MNew
Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 33

" A minimum winning coalition contains the smallest number
of seals of all minimal winning coalitions. Konsep ini digagas
oleh William Riker (1962) sebagai penjelas dari kongep mini-
mal winning coalitions yang digagas oleh Von MNeumann dan
Morgenster:: (1953). Baca; Dennis C Mueller, Public Choice I,
{Cambridge: Cambridge University Press, 2003), him. 281.

*Tersence E. Cook, Nested Political Coalition: Nation, Regime,
Program, Cabinet, {USA: Greenwood Publishing Group Ing,
2002}, him. 4.
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*Ibid,, hlm. 5. Data (bagan} diolah dengan memasulkan tipe-
tipe koalisi yang ditulis Munrce Eagles, Christopher Holoman,
Latry Johnston dalam bukunya, The Institutions of Liberal
Democratic States, Canada: Broadview Press, Lid, 2004, hlm.
57. Baca juga: Larry Johnston, Politics, An Introduction to the
Modern Democratic State, {Canada: University of Toronto
Press, 2009), hlm, 267.

8 Grand coalition dalam perspektif Arend Lijphart tidak sckadar
gerombolan partai besar, tapi juga diikat oleh sebuah perjanjian
yang mengikat secara komprehensif dan bersama menjalankan
roda pemerintahan. Baca: Arend Lijphart, The Politics of 4c-
commodation: Pluralism and Democracy in The Netherlands,
Edisi II {Revisi), (California: University of California Press,
1975}, hlm. 195




i faktor (teori)

B nected coalmon rheory

tawar.yang memungkmkan masmg»masm gang-

' gota koahsi menga;ukan aﬁ"endanya }mlah yang A

. TRobert D. Cooter, The StJategrc C’omtztutwrr (New Jersey

- '-PnncetonUnwerSLtv Press, 2000), hlm: 74, Buku ini menjelas- -
" kan bahwa ideologi merupakan alat pua,k bagl kuat tidaknya
“kerjasama dalam koalisi. Ia’eo!ogxwi connection may Increase .
- the ability of parties to cooperate. Conversely, ideological dis- "

tance may decrease rhe abrlzzy of parties to cooperate. .-

s Munroe Eagles, Cllﬂstopher Holoman, Larry Johnston, The
Institutions of Liberal Democratic States, (Canada: Broadview
Press, Lid. 2004), hlm. 57. Lebih rinci buku ini membagi koalist
dalam, pettama, minimal winning coalition, yaitu kealisi yang
dibentik dengan melibatkan banyak partai dengan tujuan untuk
sekadar mengendalikan mayoritas legislatif. Kedua, minimum
winning coalition, koalisi yang dibentuk oleh partai unfuk seka-
dar mencapai minimum suara mayoritas, Koalisi ini merupakan
koalisi sederhana karena tujuan yang dicapai dan jumlal partai

_-faktér koalim basé dxklaélﬁkasz ke d&iarn hma_f_' _' _
9_ Pertama koahsi_ _k_arena persa-;.; .

_ ata ienguxangi konﬁlk kepentmgan
:Robert Axelrod berpendapat bahwa kDahSI -
= 'semacam ini dxgolongkan sebagau mmzmum con-_

s Kedua koahsl karena adanya kepentmgan-' _
i _._parta: besar untuk “meneirahsam kepentmgan
. 1deolog1 ekstrem Untuk mz dlperlukan daya.:

sewakiu-waktu bisa’ hengkaug dari koalisi.

_ .Chfford ] Carmbba dan Cralg Volden menyebut- R
- koahs1 seperti mi sebagal Zogrollmg theor;y '

Kelrma koahsl karena mengamankan suara'
dz pmiemen Kar ena itu, dibutuhkan koalisi besar

(grand eoalition) yang mehbatkan partai besar.
Menurut Arend Lijphart, sisiem blka_meral telah
memberi peluang bagi munculnya koalisi besar
di parlemen. Dan koalisi besar dibentuk uniuk

memastzkan kontrol parlemen dalam 51stem

blkameral

Kehma faktor koa1151 tersebut memperhhat-
kan ragam kepentingan di balik pembentukan
koalisi. Namun, secara umum koalisi bisa
terjadi karena kepentingan pragmatis bisa juga
karena pertimbangan ideologis dengan segala
konsekuensinya, baik bagi dinamika di dalam
pariemen maupun dampaknya bagi pemenniahan
dan partai politik ite sendiri

o "--Keempm_'-;koahm karena adanya kebl}akan
' .'3ba1as jasa. Koalisi ini. 1eb1h didasarkan pada ke-
.-'-pentmgan pr agmatls yan g saimg mengunttmvkan -
~karena tidak acianya partai mayontas Koalisiini: .
sl bertahau apabila tidak disertai oleh koahs1
.-besar yang Luat karena masmg~masmg anfrgota :
koalisi 1 mempunyaJ. daya tawar: tersendirl dan

vang teriibat sedikit sehingga distribusi kelouasaan bisa lebih
dimaksimalkan, Karena itu, pula koalisi ini mudah bubar ketika
salsh satu partai keloar, Ketiga, minimum connected winning

_coalition, yakni Koalisl partai pemenang dengan partai kecil
vang didasarkan pada Mdekatan ideologis untuk memuadah-
kan pembentukan’ pemeriniahan. Keenpat, surpius majority
coalition, koalisi yang dibentuk oleh partai pamenang bersama
dengan pariai besar lainnya untuk mengontrol legislatif. Ini
kebalikan dari minimal winning coalition. Kelima, grand co-
alition, koalisi yang dibentuk dengan melibatkan lebih banyak
partai di parlemen.

? Craig Volden & Clifford J. Carrubba, “The Formation of
Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies,” Ameri-
cant Journal of Political Science, Vol. 48, No. 3, Juli 2004,
him. 522.

Secara faktual, praktik koalisi berlangsung
cair dan melampaui batas-batas tipe koalisi
yang dikonsepsikan para ahli. Hal ini sangat
dimungkinkan terjadi karena adanya realitas
sistern kepartaian vang tidak selalu berada dalam
koridor kerangka teori sebagaimana dikonstruk-
sikan dalam khazanah ilmu politik. Koalisi yang
berlangsung sejak era reformasi memperlihatkan
sebuah konstruk koalisi yang tak lazim dalam
kategori tipe-tipe koalisi di atas. Dan hal tersebut
berdampak atau berjalin kelindan dengan sistem
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L tak lazim tersebut.”

= Sebaﬁm Pres;den dan Am;eq'Ra}s sabaoeu Keiua"
~ MPR RI. Koalisi “Poros Tengah” yang terdn‘l_' :
. -atas "partal pohtik Islam ini memmjukkan 1katan_

] beldasarkan kesamaan 1dent1tas 11X oalisi:Poros

o Tengah tmdm atas par’eal pohtﬂ{ Islam; yaitu PPP, -

: ._-_PAN PKB, PBB, PK, dan Partai Daulah Ummat

yang: merupakau gabungan dari parta1~parta1 :

'dengan kursi terkecil di DPR'RI. Kemenangan
Abdurrahman Wahid mempakan hasil dari soli-
ditas koalisi dan ditambah oleh dukungan Partai
Goll\az setelah kehllangan calon presiden yang
dmsungmy_‘a._ Koalisi plus ini sejatinya menjadi
}_{eku_at_an di ‘parlemen untuk mendorong tercip-
tanya pemerintahan yang stabil. Apalagi dengan
terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai
wakil presiden, keanggotaan koalisi semakin
meluas, bahkan nyaris tak fersisa sekaligus me-
ngaburkan identitas politik. Hal ini terlihat dalam
susunan kabinet pemerintahan Abdurrahman
Wahid-Megawati Soekarnoputri vang melibatkan
semua partai pendukung. Begitupun pada masa
Megawati Soék_amoputzi menjadi presiden,

¥R oalisi sejatinya bukan sekadar power sharing, Namun bentule
paling formal dasi koalisi adalah power sharing, yaitu pemba-
gian kekuasaan, baik secara maksimal (plus) maupun minimal
{minus) dalam sati bangunan kekuasaan, Baca; Sid Noel (Ed.),
From Power Shaving to Demecracy, (Canada: McGill -Queen’s

: kekuasaan yang terbanguu di_ atas koahs: yang-_ :

'-”pcmermtahan yang kuat dan’ sohd Hal inl.__-:-' e
- terbukti’ dengan adanya beberapa ge301ak politik:
' -yang digerakkan oleh paria1 pohtak pendukung RN

_ .-: _. :- keterhbatan banyak partaz men;ad: snnbo} koahsl
b besar_ (grand coalztzon) bagz pemermtahan o

pemermtah : .
“Pada masa Abdurrahman Wahld masalnya i

‘terjadi] penggunaan ‘hak interpelasi yang berujung c
pada peiengseranaya dari kursi- kepreszdenan (R

Ironisnya, pelengseran terhadap Abdurrahman" -
Wahid didukung oleh partai dan tokoh yang
mendukungnya sebagai Presiden. Pelengseran -
itn sendiri dikukuhkan oleh sidang MPR RI
yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, Amien Rais,
yang notabene sebagai salah satu penyokong.
utama terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai
presiden. Bahkan Wakil Ketua MPR R dari PKB,
Matori Abdul Djalil yang juga Ketua Umum PKB
Jjuga ikut menghadiri sidang pelantikan Megawati
Soekamoputri sebagai presiden yang secara tidak
langsung mendukung terhadap pelengseran
Abdurrahman Wahid.

Begitu juga pada periode Megawati
Soekarnoputri, keterlibatan partai-partai besar
dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri-
Hamzah Haz tidak serta merta menjadi jalan
aman bagi Megawati. Partai politik bersatu
untuk menikmati koue kekuasaan dengan daya
tawar yang bermacam-macam. Kekuatan daya
tawar tersebut bisa dilihat dari komposisi kabinet
gotong rovong vang dibentuk Mecawati vane

University Press, 2003), him. 86.

" Poros tengah merupakan terminelogi yang menggambarkan
posisi partai-partai Islam yang berusaha memecah kebekuan
politik yang terjadi antara PDIP yvang mencalonkan Megawati
Soekamoputri sebagai calon presiden dan Partai Golkar yang
ingin mempertahankan BJ Habibie sebagai Presiden. PDIP dan
Partai Golkar merupakan dua partai vang menempati urntan [
dan 2 dalam perolchan suara pada Pemilu 1999. Poros tengah
muncul sebagai alternatif dari tarik menarik kedua kekuatan
fersebuf. Partaj yang bergabung dalam poros tengah ini tidak
hanya partai politik yang berasaskan Islam, tapi juga partai
politik yang berbasis Islam, tapi berasaskan Pancasila, seperti
PAN dan PKB, Baca: Chris Manning & Peter van Diermen, fu-
donesicr di Tengoh Transisi, Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi
dan Krisis, (Yogyakarta: LKiS, 20000, him. 401,
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tidak berkorelasi dengan perolehan kursi di
parlemen. PAN yang perolehan kursinya berada
di urutan kelima mendapatkan porsi jabatan di
kabinet sama dengan PDIP. Kalau memakat teori
balas jasa (logrolling theory), bisa jadi pemberian
kursi kabinet tersebut karena jasa Amien Rais
sebagai Ketna MPR RI yang memuluskan per-
gantian Abdurrahman Wahid kepada Megawati
Soekarnoputri, Namun demikian, koalisi yang
tercermin dari distribusi kekuasaan sebagai

“ * Dalam perkembangannya, koalisi bésar, ba11<'_:?'_j
o pada pemerintahan Abdurrahma Wahldmaupun;'-: G
' :Megawau Soekarnoputri tidak menun}ukkan* e

ikatan: yang kuat: sebagalmana layaknya koalisi,
g Koahs} hanya lebih terforma "'dalam_ bcntuk




Tabe} 1 Pemlehan Kurs1 Partai Pohtzk d1 DPR Rl & Koahsx Pemermtah pada Pemﬂu 1999 e

'_N_e : -N_ama P_art_a_;_ -_3;!f(__ur_§i___ '.46___271-38__-_ .Abdurrahman Wah:d _Mega_w_a_tl Sogk np__;autra e
: s 1999 % SRR i e s : :
PR iE N 1(33) -1["(31)
w1 PDIP TR s
1200 Golkar B R
3ol ppp 2o o E A
45 PAN- - 2 5 Sl
e |PBBL 2,60 Gl
g PK?/PKP! 5 13
Ty TRNU. v R i D
S o Teoke 13 o6
| 12| PDI/PPDI- R R
13 | Partaipolitiklain® | 7“1 1,4 :
g | TNE R DR - B | 14
15 Profesmnal _ ” 4 8 6

: Blolah dari data K?U Center for Electorai Raform {C'etro), dan Kuskndhc Ambard1 Menvzmgkap Polmk Km rel (Jakarta o

. KPG-LSI,2009),

*Partai pelitik lain adalah partai paimk yang hanya mendapatkan 1 kur51 ch DPR RI yaitu Parta1 Persatuan Partaz Dauiat
Rakyat (PDR), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSIl}, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen Partal Ikatan Pendukung _

Kemerdek,aan Indonesia (FPK), Partai Kebangiditan Ummat (PKL} -

baglan dan power. Shang tidak mencerminkan o

substan31 koahs1

Penggunaan hak interpelasi terkait kasus
lepasnya:Sipadan dan Ligitan menjadi cermin
tidak berfungsinya komunikasi di antara partai-
partal penyokong pemerintah. Penggunaan hak
1nterpela51 apalagi hak angket, oleh DPR selalu
ditengarai sebagai upaya pcngguhngan kekua-
saan, paling tidak menjadi batu sandungan bagi
eksisiensi kekuasaan. Karena itu, penggunaan
hak-hak DPR tidak jarang menjadi pemicu
kerenggangan sekaligus ketegangan di dalam
koalisi.

* Pemilu 2004 juga menghasilkan koalisi be-
berapa partai politik besar dengan menempatkan
heberapa. kadernya.dalam . pemerintahan yang

suf Kalla ini koalisi juga masih menjelma sebagai
gerombolan partai politik yang berbagi (berebut)
kue kekuasaan tanpa visi dan misi yang jelas
sebagai sebuah koalisi. Mereka hanya bersatu
secara temporal dalam merespons kasus-kasus
tertentu yang dinilai bisa menganggu terhadap
jalannya pemerintahan. Dan itulah yang terjadi
pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yu-
dhoyono-Jusuf Kalla. DPR pada periode ini juga
menggunakan hak-haknya. Bahkan dalam kasus
kenaikan BBM, DPR menggunakan hak angket
yang belum pernah digunakan sebelumnya.
Walaupun penggunaan hak angket ini gagal
mengungkap substansi persoalan, namun hal
tersebut menunjukkan sebuah problem koalist
dalam sistem quasi-presidensial. Koalisi, baik

d_ipimpin oich presiden dan wakil presiden yang
untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh
rakyat. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama
dalam sejarah Republik vang memilih langsung
presiden dan wakil presiden. Kecnali PDIP dan
beberapa partai lain, seperti PBR, partai-partai
yang memperoleh kursi signifikan di DPR Ri
menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Tidak jauh berbeda dengan model ko-
alisi pada periode sebelumnya, pada masa
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Ju-

bagi pemerintah maupun partai {parlemen) hanya
menjadi alat tawar (transaksi politik) yang jauh
dari substansi koalisi itu sendixi,

Kerentanan soliditas koalisi dalam sistem
quasi-presidensial juga ditandai olel langkah
perombakan kabinet yang dilakukan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono terhadap anggota
kabinet dari partai koalisi. Dua kali perombakan
kabinet selama 2004-2009 menunjukkan adanya
problem dalam pengelolaan pemerintahan vang
ditopang oleh koalisi partai politik. Hal ini terlihat
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No | . NamaPartal | Kursi2004 | 550 | . Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla .
srap oneon il e e L I R T
_ : : k] S e

11 | Golkar - cn a2 | 23,270 2 e T
1z | eoip felaog o as,82 :
i3 | eee o sg | 1035 12 2

4 | Demokrat .| 550 -] 10,00 2 2% 2
ST s e T 5
17| PripKs ol s 1818 3 3 3

s T Per e Toe -

g PDS 13 2,36

10 | PRB 11 2,00 3 3 1

i1 | PPDK 4 .o

i2 Partai Pelopor 3 0,55

13 | PKPB ¢ ¢ 2 0,36

14 | Partai politik lain® | 3 054 12 2 2

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Politik-di DPR RI & Koalisi Pemerintah pada Pemilu 2004

Diclah dari data KPU, Center for Electoral Reform (Cetro), dan Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, (Jakarta:
KPG-LSL,2009).

“Pergantian menteri pada reshuffle terbatas pertama (5 Desember 2005) meliputi: Menkoperekonomian, Aburi-
zal Bakrie {Golkar) digantikan oleh Boediono (Profesional); Menkokesra, Alwi Shihab (PKB) digantikan oleh
Aburizal Bakrie (Golkar); Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja (Profesional) digantikan oleh Fahmi Idris
(Golkar); Menalcertrans, Faluni Idris digantikan oleh Erman Suparmo (PKB); Menteri PPP/Bapenas Sri Mulyani
{Profesional) digantikan oleh Paskah Suzeta (Golkar); Menteri Keuangan, Yusuf Anwar (Profesional) digantikan
oleh Sri Mulyani,

** Pada reshuffle terbatas kedua (7 Mei 2007); Mensesneg, Yasril Thza Mahendra (PBB) digantikan oleh Hatta
Rajasa (PAN); Menkumham, Hamid Awaluddin (Profesional) digantikan oleh Andi Mattalata (Golkar);, Mente-
i Perhubungan, Hatta Rajasa digantikan oleh Jusman Syafii Djamal (Profesional); Menkominfo, Sofyan Djalil
{Profesional) digantikan oleh Muhammad Nuh (Profesional); Men-PDT, Saifullah Yusuf (PXB) digantikan oleh
Muhammad Lukman Edy (PEB); Menteri BUMN, Soegiharto (Profesional) digantikan oleh Sofyan Dialil; Jaksa

Agung, Abdul Rahman Saleh (PBB) digantikan oleh Hendarman Supandji (Profesional).

dari perombakan kabinet yang memperlihatkan
pergeseran posisi menteri yang berasal dari kader
partat tertentu ke kader partai lainnya atau bahkan
reposisi terhadap kabine! yang berasal dari unsur
profesional.'* Nuansa {alasan) politik lebih kenial

timbangan yang terkait langsung dengan kinerja
kabinet. Fakta ini menjadi preseden buruk bagi
soliditas koalisi itu sendiri sekaligus menjadi
hambatan bagi evaluasi obyektif terhadap kinerja
pemerintahan secara keselurnhan.

. M T U WO S h NS D O
S A UAL PRI R AN LG UTHTE Ve Udbds Wallbfadd

evaluasi kinerja menteri secara komprehensif.
Tarik menarik kepentingan politik di antara
anggota partai koalisi menjadi pertimbangan
vang lebih dominan dibandingkan dengan pesr-

Pergantian menteri dari unsur profesional ke kader partai bisa
dilihat pada pergantian Menteri Perindustrian Andung Nitimi-
hardja sebagai unsur profesional oleh Fahmi 1dris sebagai kader
Golkar pada reshuffie pertarna. Pada reshuffle kedua pergantian
Menkumbam, Hamid Awaluddin sebagai ansur profesional oleh
Andt Mattalats sebagai kader Golkar. Pada Tabel 2 terlihat
adanya partai politik yang berkurang kadernya di kabinet, yaiiu
PBB, ada yang bertambah, vaitu Goliar,
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Bermodalkan kemenangan satu putaran
dalam pemilihan presiden 2009 dan didukung
oleh kemenangan Partai Demokrat vang cu-
kup signifikan di parlemen, Susilo Bambang
Yudhoyono berusaha membangun koalisi melalui
mekanisme yang lebih jelas dan mengikat secara
prosedural. Paling tidak pembentukan Sekretariat
Gabungan (Setgab) sebagai wadah konsolidasi
bagi partai koalisi menjadi bentuk yang lebih
konkret akan adanya koalisi daripada periode
sebelumnya. Pembentukan wadah koalisi yang




~ Tabel 3. Perolehan Kur

di DPR RI & K{)a];sx Pemermtah pada Pemﬂu 200 )

Nama Partai ‘Kursi2009

ilo Bambang Yudhovon&Bced:ono

|"bemokrat

T "Ifenomena baru dalam konteks pbhtﬂ{ Ihdonesm

' dandalam khazanah sistem pemermtahan
s '_ premdenszal maupun quas1~pres1dens1a1

Koa1151 basar ini hanya menyisakan 1:108_

: _' partal pohtik dz pariemen yali:u. PDIP, Part&u
':'Genndra dan Partai. Hanura yang tidak terhoat
. dal;
: Jad1 modal pentmg bavl stabilitas kerja pemenn»

. ‘tahan, ‘Namun, , seperti koalisi sebelumnya Loalisi

"dengan modal yang sangat besar tersebut tidak
."terkonsohdaSI secara efeknf sehmgga menjadi
'ganjalan tersendiri bag1 pemermtahan Susilo
- Bambang Yudhoyono-Boedmno Pelaksanaan
' hak angket Century yang dimotori, di antaranya,
oleh partai koalisi menjadi bukti longgarnya
bangunan-koalisi yang sangat besar tersebut.
Koalisi yang kemudian “diinstitusionalisasi”
menjadi Setgab gagal berfungsi layaknya sebuah
‘koalisi yang memberi jalan lapang bagi kerja
pemerintahan. Kepentingan politik pariai ang-
‘gota koalisi masih lebih mengemuka daripada
‘komitmen untuk menjaga soliditas koalisi dan

0 _kdahm Suara mayontas diparlemen men- :

&S .:_:"dengan dukungan suarayang s1gmﬁ_kan temyata B
i harus berhadapan dengan kepez:atmgan partal
~politik di parlemen bahkan dengan partm anggota .~
“koalisi yang dibentuknya. Pembentukan wadah -
“koalisi yang sebenamya mempakan penunjang,

_ .bukan pokok bagl stabilitas ‘pemerintahan
itemyata men_;adx problem yang nenyita kon-
“sentrasi kerja- pemermtahan Respons: langsung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. terhadap
'51kap partai anggota koalisi yang bersuara

berbeda dalam kasus mafia pajak menunjulkkan
ketergangguan presiden atas ketidakefektifan
keberadaan dan peran koalisi. - = -

“Dinamika koalisi sejak ‘era. reforma51
memperhh&tkcm sebuah fenomena transisi seiring
proses demokrasi yang sedang mencari bentuk
idealnya. Konsepsi koalisi belum sepenuhnya
lazim, baik dalam sistem presidensial maupun
quasi-presidensial, dorongan tak terelakkan
untuk menggandeng (inclusion) maupun kerja
sama (cooperation) pariai politik yang beragam
bagi stabilitas kerja pemerintahan, menjadikan
koalisi sebagai sebuah keniscayaan. Karena i,

‘mendukung terhadap jalannya pemerintahan
sebagaimana tertuang dalam kontrak politik yang
ditandatangani oleh semua partai politik anggota
koalisi. Bahkan koalisi menjelma menjadi
ruang sandera untuk membuka peluang bagi
transaksi politik vang melibatkan kepentingan
partai politik.
Xoalisi dalam sistem quasi-presidensial yang
coba dibangun melalui kesepakatan bersama
kontrak politik) ternyata menyisakan problem
baru. Presiden yang dipilib langsung oleh rakyat

upaya membangun koalisi yang lebih solid, baik
bagi kepentingan pemerintah maupun kekuatan
penyeimbang di parlemen menjadi urgen. Paling
tidak upaya yang dilakukan dalam pembentukan
koalisi melalui Setgab pada pemerintahan
kedua Susilo Bambang Yudhoyono menumjuldian
upaya bagi terbentuknya sebuah koalisi yang
lebih stabil sesuai dengan visi dan misi koalisi.
Koalisi sgjatinya tidak hanya menjadi domain
partai penguasa, tapi juga di kalangan oposisi
sehingga memiliki daya kontrol yang kuat bagi
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i _kekuasaan Dengan demikxan kebcradaan G
:."5_1<oahs1 t1dak d1kesankan sebagal upaya baglmbagx P

S kekuasaan semata, tapl merupakan kesungguhan_,
- untuk- merawat sekahgus mengzmplementamkan i

e -aﬁ*enda agenda kerakyatan dan pm’nenntah

S Setgab atau Sejem
o 'merupakan langkah awal bagl “institusionalisasi”
. koalisi, Hal ini men}adl modal awal dan penting

karena koalisi memang membutubkan sebuah
“organisasi” yang blsa menggerakkan dan

: mengarahkan ker}aakerja partai anggota koalisi.

_Karena itu; peran kordinator atau ketua dari

' '.koahsa menjadi sangat pentmg untuk mengaga

. -:'_'Dengan demikian, masyarakat bisa melihat. .
‘secara; jelas. ker_]a~kax3a koalisi sebagaz referen51. S
G pﬂxhan polmk pada pemﬂu benkutﬂya g

soliditas koalisi.'* Namun, yang tidak kalah pen-
tingnya; adalah v1s: dan misi yang menggerakkan

kerja koalisi sehmgga output dari koalisi sesuai
;kontrak yang dlscpakatl bersama. . -

* Begitujuga partai politik yang berada di luar
peme_,nn_tahan sejatinya bisa membentuk koalisi

‘sebagai penyeimbang yang kuat berhadapan de-

ngan partai koalisi lainnya. Namun, dari pengala-
man yang ada, partai politik, baik yang memilih
untuk bergabung dengan pemerintah maupun
yang memilih berada di luar koalisi (oposisi?),
tidak memaksimalkan perannya sesuai dengan
pilihan politiknya. Pragmatisme politik lebih
mengemuka dibandingkan bersikap konsisten
terhadap komitmen koalisinya. Inilah yang me-
nyebabkan keberadaan koalisi menjadi kekuatan
yang tidak menarik dan tidak diperhitungkan oleh
berbagai kalangan. Partai politik lebih tergoda
vntuk memainkan dua kaki politiknya dengan
harapan mendapatkan keuntungan berlipat. Inilah
yang menyebabkan sistem pemerintahan quasi

rosedural pembentukanf Lo L COALTION)
nya sebagai “rumah koalisi” = : : T
parta1 pohtlk lebzh smp untuk bergemmboi'if.. ;
‘mencari keuntungan pohtlk danpada bersamg_ :
(berkompetasx) dengan segala konsekuensinya
* sesuai ideologi partai. Dan hal tersebut akan terts - _
terjadi tanpa adanya rekonstruksi sekahgus revi- -

problem 1nterna1 partal pohtlk d1 sisi yang. Iam
. Partai. pohtlk kehilangan warna kompetismya_ S
berdasarkan ideologi yang dlanutnya karena_'.: i
“lebih- mengedepankan kepentmgan pragmatis. - :
- “Koalisi dibentuk tidak didasarkan pada sekadar. . -
'3:'men3ad1 mayontas di parlemen sebagaimana ..
" minimun, wmmng coalztzon atau karena kesa-»_'-" el
:""'_'3'_"maan 1deoiogls (mzmmum connected wmnmg;. v

talisasi terhadap keberadaan koalisi di paﬂemen

baik koalisi bersama pemermtah maupun koahsl o

sebagaa op03131

Problem sistem kepartaian saat ini tidak
hanya terkait dengan pola dan perilaku interaksi
di antara sejumlah partai leltlk yang Iabﬂ tapi
juga inkonsistensinya pada ideologi yang
dianutnya. Padahal sistem kepartaian, ménurut
Giovanni Sartori, ditentukan oleh ragam ideologi
sebagai landasan bagi perilaku politik partai.’*
Polarisasi partal politik berdasarkan jarak
ideologi menjadi jalan bagi tumbuhnya kompetisi
sebagai unsur penting dalam kontestasi dalam
tubuh demokrasi.

Ada beberapa perspektif dalam menjelas-
kan masalah ideologi, yaitu ideologi sebagai
pemikiran politik, ideologi sebagai kepercayaan
dan norma, ideologi sebagai bahasa, simbol, dan
mitos serta ideologi sebagai kekuasaan elite.!”
Beberapa perspektif tentang ideclogi tersebut
memiliki benang merah sebagai kerangka dasar
dalam mengoperasikan masing-masing ranah
tersebut. Tujuan pengoperasian ideologi pada

presidensial selalu “terancam” oleh manuver
pelitik, bahkan oleh partai politik anggota
koalisi,

“Ideslogisasi” Koalisi

Dari perjalanan koalisi yang ada selama ini,
problem koalisi merupakan bagian dari problem
sistem politik kepartaian di satu sisi dan

¥ Democrite T. Mendoza, Kampanye Isu dan Cara Melobi,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan TIFA, 2004), him.
162,
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" tinglat praksis tergantung pada kepentingan yang

hendak dicapai. Secara garis besar, tujuan ide-
ologi dioperasikon dalam tiga kategori: pertama,
status quo, yaitu ideologi yang digunakan untuk
mempertahankan stabilitas ekonomi, sosial, dan
politik dalain segala situasi dan kondisi. Kedua,
revolusioner atau radikal, vaitu ideologi vang

¥ Giovanni Sariori, Parties and Party Sysiems, A Frameword for
Analysis, (UK: Cambridge University Press, 1976), hlm. 198.

¥ Roger Eatweil dan Anthony Wright (Ed.), Ideologi Politik
Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2004}, him. 3.




: -Dan ketiaa kategon tersebu .1de01001 ¢ ap"-'-:

' .. : -::"3me}3_;ad1: ]}Eliha}:} yang sanﬂat dlper]ukan_oleh'f G

-'memlhkl satu dxmensz yang menjad1 benanw-_._; : gap.

- nation; sometzmes ztzs & gmup, 1 elas.
' cal party. rhat unite behmd cermm pr mczples z‘o

i express thezf interests, demands and behefs
Dengan demﬂﬂan 1deoiogisf—,131 partal pohtﬂc. :

:_'blsa berfung31 sebacral panduan kcmltmen partal

. pohtlk sekahgus ikatan loyahtas para anggotanya
' bacr1 perwujudan visi dan misi vang dlbawa oleh

-parta: politik. Alasan pzhhan ideologi masmg—
masing partai mempakan komitmen kolektifp [ para
i_pendmnya yang’ men_;adl ruh dart geiak seluruh
kade1 partai politik. Dencan demkan 1deo}iom
ngﬂSI ‘partai dengan sendumya akan mencegah
ter_] admya szkap menyimpang ‘(deviasi) sebagian
anggota partzi dalam mempelkuat loyalitas dan
soliditas koalisi. Sikap menyimpang sebagian
anggota partai koalisi dalam pengambﬂan kepn-
tusan menun_]ukkan 10nggamya ikatan ideologis,
baik pada kultural maupun stmktural pada diri
kader partal

Penevasan dan kons1stens1 pada 1deolog1
dalam _]angka pendek mungkm “kurang me-
nguntungkan karena realitas budaya politik
mc,syarakat yang masih mengambanﬂ dan cende-
rung homogen. Akan tetapi, ia secara perlahan
memberi sumbangsih bagi terbangunnya kom-
petisi secara berkualitas détlam proses penguatan
demokrasi dan memberikan ruang pilihan yang
gelas bagi masyarakat dalam “mempertaruhkan

. ".'_semua parta: pohtik yang mendasarka -dmnya S
~ pada nilai-nilai umum- kebangsaan Sementara
"'partax nas;onahs agama adalah parta1 yang
~memiliki keterkaltan balk Iangsung maupun

'_tldak Iangsung tmhadap agama. Partal nasmnahs
' 'agama ini terbag1 dua; ada yang. 1deologxs atau

dalam tfpolog1 Larry D;amond dan Richard
Gunther sebagai. fundamentahs ‘dan ada yang
berbasis agama atau denominasional.! W

‘Sesuai dengan salah- satu fung51 partai
pohtlk kedua. kaiegou partm sekuler ‘dan
agama ter_sebui sejatinya memiliki fu_ngm yang
berbeda. Agregasi dan artikulasi kepentingan,
termasuk dalam hal pilihan koalisi, seharusnya
mengacu pada ideologi yang diakiualisasikan
dalam kerangka kerja dan fungsi partai. Kalan
merujuk pada kategorisasi Clifford Geertz dalam
memetakan ranah sosiologis masyarakat Jawa,?
maka partai sekuler memiliki wilayah cakupan
konsutuen yang lebih luas dibandingkan partai
agama. Begitu juga dalam hal aspirasi, partai
seluler memilih ruang agregasi dan artikuiasi
aspirasi yang lebib luas. Hal ini terlihat dari
agenda perjuangan yang dijalankan partai agama,
dalam hal ini partai Islam pada Pemilu 1953
vang lebih fokus pada simbol-simbaol keagamaan
(keislaman).

aspirasi polittknya. Terlebih seiring dengan arus
modernisasi yang mendiferensiasi masyarakat
ke dalam keragamen disiplin hidup, tawaran
uieologl menj jadi relevan dan urgen. Ketika partai
politik dirasa kehilangan kekhasannya karena
pragmaiisme yang meminggirkan ideologi seperti
saat int maka ideologisasi bagi partai politik

Roy C. Macridis, Cortemporary Political Ideologies, Move-
ments and Regimes, (Canada: Little, Brown & Company,
1983}, hlm. 13.

Y Ibid,, him. 12,

" Baca: Statis M. Kalyvas, The Rise Of Christian Democracy in
Europe, (New York: Cornell University Press, 1596)

¥ Larry Diamond dan Richard Gunther (Ed.), Political Parties
and Democracy, (Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2001), him. 9.

2 Clifford Geertz memilah tiga kategori sosiologis, yaitu santri,
abangan, dan privayi maka secara kuantitas jumlah abangan dan
priyayi masih lebih banyak dibandingkan kelompok santri. Isti-
iah “santri” merupakan kategorisasi amropologis yang dipakati
oleh Clifford Geertz sebagai pembeda dalam tingkat keislaman
(keberagamaan) vang dianggap lebih faat dibandingkan kelom-
pok abangan. Baca: Clifford Geeriz, Abangan, Santri, Priyayi
dalam Masvarakat Jawa, (Fakarta: Pustaka Jaya, 1981).
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) '_1&166&6@ Idr..ﬂdl.l.l. i:ang,kdldn kah dan }\_dhmat yano -

- tertera secara eksphs;t di dfi}am AD/ART ‘Akan

' :_tetapl jug& mengguakkannya dalam agenda~.

: ._agcnda dan program p'irtal secara: pmkms

= "-dampak pada kaburnya agenda kepartaian
bagi kepentmgan rakyat; -termasuk ‘dalam
penentuan koalisi. Dexdeolog;sas; partai politik
telah berdampak pada matmy'i kompetisi dafam
' setlap kontestasi di alam demoklas; Padahal
k_01npet1_s1 m_cmp’t_kan bagian yang sangat penting
;'bagi_:t;imbuhhya.partisipasi poliitk masyarakat.
Kontestasi berlangsung sebatas pada pertimbang-
an pragmatis-yang lebih memungkinkan untuk
meraih keuntungan politis tanpa mempedulikan
tingkat relevansinya dengan ideologi yang
dianutnya. Lebih dari itu, ideologi partai tidak
jarang hanya dijadikan simbol untuk dava tawar
berkoalisi:dan mendapatkan kursi, Pada titik ini
partai politik justes mendeviasi terhadap aspirasi
vang masyarakat pertaruhkan pada partai politik
dengan ideologi vang dianutnya.

Pilihan partai politik terhadap ideologi
tertentu pada satu sisi bisa menyebabkan reang
gerak partai politik menjadi terbatas. Karena
itu, dalam khazanah llmu Politik dikenal adanya
upaya konvergensi antarideologi agar pariai poli-

artai pohtlk d1 _
' _--menjadl tmk awai_.-.

'.'foieh Anthony Downs B

Pengabalan telhadap 1deo£00i paria} ber—

_ | ..suara ka1 ena udak te;gebak daiam kubu tertentu' -
: '_-dan memberikan’ pefuang yang ‘Jebih luas “bagi’
. pilihan rasional para pemilih. LEblh jauh Jack -

Lively. menjelaskan postulat yang 'd1tawarkan'

A baszc axions, Downs posfzclmes
' '_o_f rational: voters and politician
whose aiy cither: zif;medmfe!v or-in the long run
the'wmnmg of: elcct‘zom For:the voter, thi
: pbmt f voting is to.affect govérnment policies. .
. in such a way as 1o benefit himself: for political .
. parties (which Downs treats as homogeneous.
bodies), all actions are: mt@nded fa. rnmzmrfe__ o
_ 'votcs and policy riecmom are me;ely means .
“rowar ds rhts end. ' '

Kalau logika ini dlpakal un’suk menjelaskan_'_ i
partal politik yang meraih kemenangan di
Indonesia di era reformasi, bisa dipahami -
bahwa kemenangan bisa diraih oleh partai
politik yang menjadi tempat berlabuh semua. . -
kepentingan masyarakat. Yaitu partai politik
vang tidak mengeksklusifkan diri pada ideologi
spesifik yang justru memberi ruang sempit bagi
aspirasi. masyarakat yang heterogen. Namun,
cara pandang ini tidak bisa menjelaskan semua -
fenomena politik di Indonesia karena secara fak-
tual partai politik yang membuka diri (melakukan
konvergensi) bagi semua kepentingan tidak
selalo meraih kemenangan. Bahkan pada Pemilu
2009, PKS sebagai partai yang herideolagikan

di atas sebagian partai politik lain yang berasas
umum (Pancasila). Ini membuktikan bahwa
ideologi partal yang bisa merangkul semuanya,
atau dalam istilah Otto Kircheimer catch-all
party,*! ternyata tidak serta merta menjadi
tebih unggul dibandingkan partai yang memiliki
ideslogl spesifik, seperti partai politik Islam.

HE Disa tampil ieoih [Ciuasa, ialam (eorl ekonomi
demokrasi scbagaimana dinyatakan Anthony
Downs, misalnya, konvergensi ideologi kiri dan
kanan lebih membuka p@luang bagl kemenangan
partai politik.”® Ta bisa meravp lebih banyak

' Terence Ball dan Richard Dagger, Political ldeologies and
the Democratic Ideal, (New York: Harper Collins Publishers,
1991}, him, 8-9,

2 Mirtam Budiardje, Davar-Dasar Hnu Politik, Edisi Revisi,
(Jekarta: Gramedia, 2008), hlm. 401. Dengan mengutip Rod
Hague, buku Mirtam Budiardjo menjelaskan perbedaan konver-
gensi dalam masyarakat vang mapan dan terpolarisasi. Dalam
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Bisajadi-kenvergensiideologi-atau-upaya partai

masyarakat yang mapan, homogen, konvergensi (1itik temu)
aican mudah terjadi. tapi dalam masyarakat vang terpolarisast
{(heterogen), konvergensi sulit dilakukan,

*lack Lively, Democracy, (Oxford: Basil Blackwell, 1975),
him. 90.

* Larry Diamond & Richard Guather (Ed.), Political Parties
and Democracy, (Ballimere: The Johns Hopkins University
Press, 2001), hlm, 26. Diamond & Gunther menyebutkan be-
berapa partat politik yang memiliki tipe carch all party, yaitu
Partai Demakrat di Amerika, Partai Buruh di Inggris di bawah
Tony Biair, Partai Buruh Sosialis Spanyol, dan beberapa partai
di Asia, seperti di Korea dan Taiwan.




nment and their relatwnshgos weach
'other deology relative: strength) .and 0 z‘he"3 e _';

" rest of the legislature (size of majority, erc)...

.-"mles of mdzvzdual narzon-stare B ':' S

_ Upaya penguatan koallsl ten‘m t1dak cukup -
' .?.hanya dengan
SRty -_-berdampak pada pﬂzhan atan pembentukan 3(0-_ :
'.':ahsl Peran partai pohtxk bag; pengua.tan budaya
B pohtik masyarakat yang tercermin daiam pr aktik

e

politik kader partai akan menjadl pen;,hai bagi

E _-_-'plhhan pihhan partas;patif masyarakat terhadap

- partal politik, Karena itu, 1deo}ogxsa31 koalisi
' sebaga;_a};tuai;sa_sxdan ideologisasi partai politik
‘harus diimbangi oleh keseriusan dan konsistensi

- partai politik ¢ dalam pemberdayaan budaya poht;k

. -masyarakat

Menuju Konsistensi dan Kompetisi

Partai politik sebagai mstrumen demoklam
memlhkx beragam fungsi dan karenanya ia
bergerak di antara beragam isu. Bahkan secara
faktual, partai politik bisa berubah dari bentuk
yang ideologis menjadi partai massa, dari

actors.: One area of connnumg zmeresz"aﬁd -
estzgarzonirs rhe iﬂna’ of coahtzon formed whzch s

: Second stab:lnjy depends greaﬂy on the polzf1~ : . _'
“cal culture, political practice, and mstztutzonal

ideologisasi” partai politik yang |

: Jdediogl bag1 ker}a partal pohtlk mempakan ; "
Iangkah pentmg untuk membangun kompetm =

*“dalam s1s€empoht1kyang multlpartm Ketiadaan :
aktualisasi 1deoiog1 karena lebih mengedepankan L
pragmatmme pohtlk herupa transaksi politik
'kekuasaan hanya memperdaya masyarakat
~dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan

p_ph_t__;_k warga. -Bahkan. p_ada titik tertentu,

masyarakat akan sampai pada titik kejenuhan

dalam menentukan piliban politiknya di antara

. deretan partai pohtxk yang tldak Jelas (kabur}
'_ Jems 1deoiogmya :

Ideolog: partal secara 1egahtas formal dapat o

dlbaca dalam AD/ART masmg-masmg partai
politik. Namun, upaya penguatan dan sosialisasi
ideologi hanya bisa dilakukan melalui aktualisasi
ideologi dalam sikap dan perilaku (kader} partai
secara konsisten, baik pada ranah parlemen
maupun ranah sosial, termasuk dalam penentuan
maupun pembentukan koalisi di pariemen

partal yang siengedepankan 15u-150 spesing
ke isu-isu yang serba mencakup. Perubahan
ini memungkinkan karena adanya perubahan

kecendcmngam pemlhh 28 Lebih jauh, pariai

¥ Munroe Eagles, Christopher Hloloman, Larry Johnston, The
Institutions of Liberal Democratic Stares, hlm. 58.

™ Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Fritz Plasser (Ed.),
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- pakan tuang bagi dimulainya penataan kembali
o terhadap model koalisi yang konsisten dan efektif
' sekahgus pemantapan 1deolocrl sebagal baglan

- -dau upaya revitalisasi koalisi.

= Dmamxka koahs: yang berlangsung selama
" ind bxsa menjadl Jalan masuk bagi rekonstruksi
koalisi. Selain itu, juga sebagai upaya revitalisasi
‘koalisi dalam sistem quasi-presidensial yang
selama ini menjadi ajang transaksi politik karena
masing-masing tersandera oleh kepentingan
partai yang beragam. Dalam jangka panjang.
rekonstruksi dan revitalisasi koalisi ini dapat
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konsolidasi demokrasi dengan terbangunnya
koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi
(minimum connected winning coalifion) maupun
pertimbangan kontrol yang kuat dan solid di
parlemen (minimum winning coalifion). Dengan
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tentang daya guna koalisi dalam sistem quasi-
presidensial ‘Ddgi kepentingan bangsa dan negara.
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